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a. bahwa Peraturan Bupati' Kerinci Nemer 4 Tahu n 2020 
tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tfda.k 
Tetap di lingkungan Pemerlntah serta Pirnpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
~erinc.i. sudah Hdak sesuai lagi dengan kondisi 
pemerintahan karena adanya perubahan regulasi .lfang 
lehih tinggi, sehinga ketenruan perjalanan dinas perlu 
dilakukan penyemp urnaan ~ 

b. bahwa berdaaarkan pertimbangan sebagarmana dirnal ... sucl 
dalam lruruf a perh, menetapkan Peraturan BaJ?ati 
tentang Ketentuan Perjalanan Oina;s Dalam Negeri Di 
Lingktin~an Pemerintahan Daerah Kabuparen Kerinci; 

1. Undang-Undang Nornor 5.8 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurar Nnrnnr 21 Tah un 
1957 tenrang Pengubahan Undang-Undang Nornor l 2 
Tahun 1956 - tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tln;gkat 11 dalam Lingkungan Daerah .Swatantra TiDgkaL I 
Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lernbaran 
Negara Repttblik Indonesia Tahun 1958· Nornor 108, 

'Tambahan Lembanan Negara Republik Indonesia Nomor 
16:l3)•. 

2. Undang-Undang Nemer 17'TaJ1u.a 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik lndonestaTahun 2003: 
N · or 47' Tarnbahan Lembaran Negara R.epuhlik 
Indonesia Nornor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 'Tabun 2.004 tentang 
Perbendaharaan ~eg~a [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Repu·QHk Indonesia. Nomor · 3'55}: 

4. Undang-Undang Nornor 1 s Tahttn 2004 tenrang 
Pemeriksaen Pengelolaan dan Tanggung Ja,"·ab Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 66y Tambahan Lernbaran Negara Nomor 440bJ; 
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5. Undang-U ndang Nomor 12 Tahun 201 l. ten tang 
Pemhenmkan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia 'Tahun 20 J 1 Nornor 82 •. 
Tanrbahan Negara Republik Indonesia Nom01.; 5234.), 
sebagairnana telah dlubah terakhir dengan Undang ... 
Undang Nornor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Undang-u ndang Noruor 12· Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nornor 12 iahun 
201 l tentang Pernbentukan Peraruran Perundang 
undangsn (~n1b4r-an Negara R-pubHk Indone na T dhurL 
2022 Nomor 143)[ Tarnbahan Negara Republik Indonesia 
Nqmor.(>80 l ); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tuh.un 20]4 tentang 
Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun ·~O~ 4 Nomor 244, Tambanan Lembaran 
Negara Republik lndonesia ~ofil:or 5~871~ sebagaimans 
telah diubah beberapa kali. rerakhir dengan Uudang .. 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Aras Undang-Undang Nomor '.23 Tahun 2014 -r{" .. ntang 
Pemeriutah Daerah {Lem.batci.H Negai a Repu ul;k 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 5.8, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik lndonesia T~un. 2015 Nomor 56791; 

7. Undang-Undang Nornor 6 I'ahun 2023 rentang Penetapan 
Peraruran Pemerintah Penggantf Undang-Undang Nornor 2 
Tahun '2022 Ten~g Cipta erja Menjadt Ll ndang-Undang 
[Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2023 Nbmor 
41}; 

8, Undang-Undang Nornor 20 Tahnn 2023 teotang Aparatur 
Sipil Negara [Lerrtbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 1411 "Tam bahan Lembaran Negara RepnbHk 
lndanesia Nomor 6897):; 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan clan Administrasi Petnpinan dan A:I;Iggota 
Dewan Perwakilan Rakyat [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nornor 106, Tambahan N~gara 
R~publik Indonesia Nomor 6057), sebagairnana telah 
diubah dengan Peraruran Pemerin talr Nomor I Tab un 
2023 tentang Perubahan Atas PP nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak ,l\nggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(Lembaran t'fe,gara Republik Indoensia Tahun :2023· No.m()r 
6. Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 6847J: 

1.0. Peraturan Pemerintan Nomor 12 1'ahtm 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42\ Tarnbahan 
Lembaran Negara i<epub. ik htdonesia Nemer .t,3-.&2)'; 

11. Peraturan Presiden Repub1ik Indonesia Nomor .33· Tah un 
2020 tentang ~dar Saruan Harga, Regional [Lembaran 
Negara Republlk Indenesia Tahun 2020 Nornor 33); 
sebagairnana relah diubah dengan Peraturan Pres den 
Republik Indonesia Nomor 6j Tahun .20:23 rentang. 
Perubahan Atas Peraruran Presiden Republik Indone ia 
Nemer 3~ Tahun 2020 tentang Standar Satu.an H:arga 
Region~· (.Lembal'lfn Negara R~publil<. Indonesia Tab un 
2023 Notnor 112)· 
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Pasal \ 
D~ Peraturan Bupati Ini yang dnnaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci, 
2~ Pemerintah Daerah adalah Bupati dan: Perangkat Daerah sebagai Urisur 

Penyelenggara Pernerintah Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan 
pemermtahan yang meniadi kewenangan daerah otorrom. 

3 Pernerintahan Daerah adalah pen relenggaraan urusan pernermtahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otanomi dan tugas pembanruan dengan prinsip otonami seluas-Iuasnva 
dalarn sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia 
sebagairnana dimaksud dalam Undang- V ndang Dasar Negara Repubhk 
Indortesia Ta h 11 n 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Kerinci, 
S. Wakil Bupati aclata};i WakiI Bupf}.ti Kerinoi. 
6~ Dewan Perwakilan Rakya Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Lernbaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsu r Pen ye lenggara Pemenman Daerah. 

BAB] 

KETE:NTUAN UMUM 

MEMUTUS.l{AN : 
Menetapkan · PERATURAN BUPA1l TENTANG KETENTU:AN PERJALAN N 

DINAS. DALAM NEGERI QI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABU PA'I'EN KERIN Cl. 

- 
~2~Peraturan Manteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 202..Q 

rentang Pedoman 'Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara, Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
178,l)· 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMI<.OS/20'12 
ten tang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 'Pidak Tetap (Serita 
Negara Republfk Indonesia Tahun 2012 Nornor 678); 

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 20 f !5 
ten tang Pembentukan Prod u k Hu kurn Dae-rah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 i 5 Nomor 20361'. 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri I 
Dalam Negeri Nemer 120 tahun 2018 rentang Perubahan 
Atas. Peraturan Menteri Dalam Neg,eri Nornor 80 TaJ,1,Ln 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita 
Negara Repu.blik lndonesla 'I'.abun 2QJ,8 Nornor 1571; 

15. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nemer ·29 Tahun 2016 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi 
Aparaiur Sipil Negara Kernen terian Dalam Negeri dan 
.t>~m:enn:tah Daerah, Kepala Daerah dan Wakµ · Kepala 
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ra'J..j'at. 
Daerah (Be-~ira N'egara. Republik Indonesia Tahun 20J 6 
Nomor 811 l~ 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahirn 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerlncr 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Kerirroi I'~ un 20~ Nornor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nornor 
3); 



7. Sekreraris Daerah adalab Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. 
,8. Pejabat Negara adalah sebagaimaha dimaksud dalam Undang-Undang 

Nornor 20 Tahun 2023 ten tang Aparatur Sipil Negara, 
9. Pirnpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Kerua DP.RD Kabupaten Kerinci. 
l O'. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Perangkat Daerah pada 

Pernerintah Daerab Kabupaten Kerinci selaku Bupati dan DP.Rb dalam 
pen_ elenggaraan urusan pernerintahan yang menjadi .kewenangan daerah. 

l L. Saruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupateu Kerinci selcku 
pengguna anggaran/ pengguna barang, 

12. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejahat pernegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk rnelaksanakan tugas dan Iungsi 
S KPO:yang dipimptnnya. - · 

l J. r uasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat l<PA adalah pejabat yang. 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

14. Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang. ditunjuk untuk menerima, 
rnenyimpan, rnembayarkan. menatausahakan dan mernpertanggung 
jawabkan uang unru k keperluan belanja daerah dalarn rangka 
pelaksanaan APBD pada Perangka Daerah. 

l 5. Perjalanan Dinas dalam negeri yaxig selanjutnya disebut perjalanan dinas 
adalah perjalanan keluar ternpat kedudukan bail, perseorangarr maupun 
secara bersama, yang dilakukan dalarn wilayali Republik Indonesia tJtl.t\lk 
keperrtingan Negara dan daeral atas permtah pejaba yang berwenang. 

16. Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan keluar ketempat keduduka.11 
baik perseorangan maupun eecara bersama yax1g dilakukan ~lam 
perj.fi]anan/j~ tempuh lebih darl ~ (enam) jam. 

17. Surat Perintah Tugas selanjutnya disebut SPT adala.b Surat perintah 
Tugas yang ditandatangani oleh pejabat vang berwenang, sebagai dasar 
melaksanakan tugas pejahat/pegawai Y:<i.1;1.g bersangku ran. 

J 8. Surat Perintah Perjalanan: Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat, 
perln rah perjala o:B,n .dlnas ~g ditandatangani oleh pejabat vang 
berwenang, sebagai dasar melaksanakan perjalanan dmas pej_ah~t/ 
pegawai yang bersangkutan. 

j ~· Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wak:il Bupati, Pimpinan dan Anggora 
DPRD. Aparaiur ·sip.ii Negara> Pejabat, serta Pihak lain yang melaksanakan 
perjalanan dinas. 

·20. Biaya Rlil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai .dengan bukti pe:ngeluaran 
_vang ~a.Q.. . 

21. Lumpsum adalah suatu jumJ.ah uan:g yang telah dihitung rerlebih da11't1.lo 
d;B.n diba;iar~ .se~gus. · 

22. Ternpat; Keduoukan aqalah cempa-t/kota k.antor./satuan l,erja berada. 
23. Tempat; Tujuan a,dal?-h tempat/kom va:nf! men·acli rujuan; petj<3-}anan dina.s.. 
24. Wila,.vah J~bat;an adalah wila~~ah kerja. dalam menjalai1kan tugas. 
25. Anggatan Peoda_p~_w.n clan Betanja Oaerab yang $elanju~y~ oisingkat 

A..PBD- adaJ~b An~aran Penda]?atan Befa:nja .'Daerah Kabu.pat~n Ke.rb;:ic·_ 
?.6~Ap~atur Sjpil Negara yang ~elanjutnya disingka-.t ASN·a4~ Proiesi Bag:1 

Pegawai Negt>n Sipll da.n Pegawai Pe1ner:inui..b dengarr ~~jai~j~ K~Ja 
{P,PPK} yang bekerja pada instarrsi pem~'intah l<abupaten Ke.rim:ti~ 

27. Pegawai Negeri Sipil yang sela.njutnya disingk~t PNS ada'.lah Pegawai. Negen. 
Sipil dan ·0a1on P-egaw~ Negeri Sipil ·uilingkungan Pe:.meri:nrah Kahupat~ 
l{erinci. 



Pasal 3 

Perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan .dengan mercperbarikan prrnsip 
sebagai berikut: 
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pernerintahan; 
Q. efisien. yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara 

hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata: 
c. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan 

pencapalan klnetja; dan 

9 akuntahel, yaitu. pertanggungjawaban p laksanaan perjalanan dinas 
dilakukan sesuai dengan pembebanan bia.ya perjalanan dinas. 

Pasal 2 
(1) Peraturan Bupati rrn mengatur rnengenai pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi peiabat negara 
pimpinan dan anggota DPRD. Aparatur Sipi! Negara, dan pihak lain yang 
dibebankan pada APBD. 

(·4) Perjalanan Dinas Dalam Negeri aebagaimana dlrnaksud pada aya,t ( 1 j 
dilaksanakan dalam rangka: 
~ pt"L9kAAn:;,,;in rugas d~n fun.g~yrinp;mAtPkflt pada jabaran: 
h. mengikuti ujian ~/ujian)aha,.tanyan~ diadakan diluar daerah: 
e. mengikuti seleksi atau pendidikan clan pelatihan struktural, Iungsional 

dan teknis diluar daerah dan/atau .seleksi jabalan pratarna tinggi; .dam 
d. mernberi keterangan yan_g berkenaan dengan hukurn atau saksi pada 

persldangan ya:Qg berkaitan dengan tu gas pokok dan ;ftrr1g$i.nya. 

RUANG LING.KUP DAN PRlNSlP 
PE.RJALANAN DINAS. 

BAB (I 

28. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang d,iangkat untuk jangka waktu 
tertentu guna melaksanakan tugas pernermtahan dan pembangunan yang 
berslfat profeesional dan admmtstrasi sesuai dengan kehutuhan clan 
kemampuan .crganlsasl. 

2_9. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Aaggaranz Kuasa Pengguna 
Anggaran a tau pejabat y'ang diberi -v rewenang oleh Pengguna 
Anggar:aci/Kuasa Pengguna A.oggarao dilingkungan Pernerintah Kabupaten 
Kerincl, 

3'0. Pernitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihirung 
sesuai kebutuhan rlil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

31. Balian B.akar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah 
bahan bakar minyak yang dibetikan unruk kendaraan dlnas operasional 
yang dipergunakan untuk kegiatan Perangkat Daerah, 



Pasal 5 
(1) Perjalanan dinas Iuar daerah sebagalrnana :d imaksud dalam Pasal .. J ayat ( 1) 

huruf a ditetapkan selama rnasa dinas di tempat tujuan, ditambah Iamanva 
peijalanan ke tempat tujuan par, dari tempat tujuan ke tempat kedudukan, 
dengan perhirungan waktu rill rum efisien. 

t2) J'erjalanan drnas Iuar daerah unruk pelaksanaarmya dilaku kan oleh Pcjabat 
Struktural/Pejabat Fungsional dan dapat didampingi staf . 

.(3) Lamanya' perjalanan sebagairnana dimaksud pada ·ayat (lJ, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Jarak tempuh kurang dari 500 km dengan menggunakan transportasi 

darat atau udara 1ama.ny~ perjalanan dinas dltambah I (satu) hari 
sebelum dan 1 (satu) ha.r.i sesudah; 

b.xIarak lem~h lehih 'dart 500 km dengan menggunakan transportasi darat 
dan udara maksimal lamanya perjalanan dinas ditambah 2 {dua] hari 
setrelum dart l (saru] ha i' sesudah; 

c ... Jarak tempuh leblh dari 500 km dengan menggunakan transpertasi 
darat, maksirnal lamanya perjalanan dinas ditambah 2 (dua) hari 
sebelum dan 2 (dual· hari sesudah: 

d. Perjalanan Oina$ ke Iuar purau Sumatera dapat menggunakan 
transportasi darat .dengan ketentuan: 
l . Bagi ya.ng menggunakan Kendaraan Dinas harus melampirkan bukti 

TdJ,. Tiket Penyeberangan dan bukti pembelian BBM. 
2. Bagi ),ang menggunakan kendaraan wnum harus rnelampirkan bukti 

'rrket kendaraan dan Manifest/Surat .Jalan dan agen perusahaan 
'Tranapertasl Darat. 

PE&JALANAN DINAS 

Pasal 4 

(1 J Perjalanan dinas sebagairnana dimaksud dalam Pasal Q rneliputi : 
a. Perjalanan dinas luar dearah; dan 
b. Perjalanan dinas dalam daerah. 

L'2J Perjalanan dinas Iuar daerah sebagaimana dimaksud pada a· .at {l)' hunri a 
ad.al~ perjalanan dinas yan$ dilakukan dari tempat, kedudukan menuiu 
keluar daerah kerinci dan kembali ketempat kedudukan. 

(31 Perjalanan dinas dalarn daerah sebagaimana dimaksud pada asat'(JJ huruf 
b adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula 
ke ternpat tujuan dalam wilayah Daerah clan kembali ke tempat, 
kedudukan. 

aA.B in 
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Pasal 7 
( i )' Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari : 

a. uang harian; 
b, biaya penginaparr: 
c. b~aya: Transportasiysewa kendaraan/Taxi dari Bandara ke 'Pujuan dan 

dari Tujuan ke Bandara; dan 
d. uang representasi. 

(1) Biaya Perjalanan Dinaa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l 1 diberikan 
berdasar <call' ungkat biaya perja lar;,.an rhoflS dengan ketentuan: 
a. uang harian dlbayarkan secara tumpsum; 
b. biaya penginapan dfbayarkan sesuai dengan jumlah biaya riil~ 
c, biaya transporr dibayarkan sesuai dengan j umlalr biaya rill berdasarkan 

fasflicas transport 'sebagaimana tercantum dalam Larnpiran m yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dart Peratnran Bupati' ini; 

ct sewa kendaraarr/Taxi dari Bandara ke Tujuan dibayarkan sesuai dengan 
jumlah biaya riil; dan 

e. uang represeutasi dlbayarkan secara tumpsum. 
(Jl Besaran blaya sebagalrnana diraaksud pada .ayat (2J ditetapkan dengan 

Peraturari Bupati mengenai Standar Harga Satuan, 
(4J Format rincian biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran Vl yang 

rnerupakan bagierr tidak terpisahkan dari Peratnran Bupari ini. 
(5) B1_a ~a· perjalanan dlnas dalam negeri bagi Pimpinan dan An~.ota DPRD 

dibayarkan seeara lumpsum; 
(6) Kompouen biaya perjalanan dinas .sebagairnana dirnaksud pada ayat (.S) 

meliputi : 
a. uang harian; 
q, bla a, penginapan; 
c. hiaya Transponasi/~e.wa kendaraan/Taxi dart Bandara ke Tujuan dan 

dari Tujuan ke Bandara; dan 
a. \Jan~ represerrtasl. 

Rasal fr 
Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan 

.dlnas : 

.a, TIngka L ·A:. terdln dart : 
1, Bupati, Waki.I Bupati, Pimpinan DPRD: 
2~ PzjAAaJ: Eselon (~ 

b. Ti~gkat B: Pejabat Eselon n / a dan Anggota DPRD: 
c, Tingkat C: Pejabat Eselon Tt/b, Forkompimda: 
d, Tingkat D: Pejabat Eselon Ill, PNS non E:selon not. IV~ Fungsionaris. KPU. 

PANWASLU dan Tokeh Masyarakat; 
e. Tingkat E": Pejabat Eselon IV. Pejabalt f?lungsionaJ Gnl 111 St_af Oolongan Ill, 

dan PPPK 
f. Tlngka r P• staf Oclongan ll, Golongan I I Staf NQD. ASN den Anggota 

Masyarakat. 

BAB JV 
BfA YA PE~ALANAN DJ NAS 



Pa:sal 9 

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dapat menggunakarr fasilitas 
kendaraan dinas/ operasional : 

a: Bupaf .dan Wakil Bupati, Pirnpinan DPRD. Pejabat Eselon 11, Camat dan 
Kepala Bagian .di .Sekretariat Daerah dan Tokoh Masyarakat, 

b. Selain pejabat sebagaimana dirnaksud pada huruf a dapat me.oggunakan 
kendar~an dina:s dengan pertimban~an eiekth,~tas ~ efi,s_ien&;i; dan 

c. ~Ie]¢vitas c4m: efi&i.en,si seha,gaim_ana clrmaksud pap.a Pas:a.J 3 huruf b dan 
huruf a· adalah berangkat bersama.:sama 2 (dua) orang atau Iebih deriga.n 
tujuaa tempat dan atau arah yang sama serta ·diberikan bantuan BBM riit 

Pasa.18 
1) Penginapan perjalanan dinas dengan jarak ternpuh kurang dari 500 km 

dengan menggunakan transportasi darat arau udara, dibayar maksimal 
setelah dikurangi 1 {satU) hari dari.jumlah hari perjalanan dinas, 

2) Penginapan perjalanan dinas dengan jarak tempuh lebih dµri 500 km 
deagan rnenggunakan transportasi darat dan udara, dibayar maksimal 

.setelah dikurangi 2 (dual hari dari jumlah hari perjalanan dinas: 
3) Pen~napa;n i;,~rja)pnan dinas dengan jarak tempuh JeQ.ih dari 5.00 km 

dengan rnenggunakan transportasi darat dibayar maksimal setelah 
dikurangi 3 (ti~) hari dari jumlah hari perjalanan dinas: 

41' Pelaksana perjalanan dinas luar daerah dengan tidak menggunakan 
Iasilitas botel/penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya 
penggantlan penginapan sebesar 30U/o. (tiga pufuh persen) dari tarif hotel di 
kota tempat tujuan dan tempat transit, 

5) Dalam satu kali perjalanan dina:9 penginapannya dapat dibayarkan 
berdasarkan bukti pernbayaran hotel/penginapan di ternpat transit. 

6)' Penginapan perjalanan dinas. dapat dibayarkan. baik ditempat kota rujuan 
maupun tempat transit. 

(7) Biaj a Perjalanan Dinas ,sebagafrnana dimaksud pada ayat (61' diberikan 
berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinaa dengan ketentuan: 
a. uang harian dibayarkan secara L'fL.mJ?S11m~ 
b. blaya penginapan dibayarkan secara lumpsum; 
c, bia_v.a transport cllbayackan sesua] dengan jumlah btaya riil berdasarkan 

fa~ilitAS transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran TII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturari Bupati fa,i~ 

d .. sewa keudaraan/Tasi dad Bandara ke Tujuan dibayarkan .sesuai dengan 
j umlah biaya nil; dan 

e: uang representasi dibayarkan secara lumpsum: 
(8) Besaran biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (71 ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan. 
(9) Format rincian biaya perjalanan dinas tercantum d_a.lam Larnpiran \11 yarrg 

rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini, 

= 



Pa-sal 14 

{l} Pimpinan DP.RO. dan Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh satu orang 
9-j udan (?1•.::).mu bhakti] dan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan 
tingkatannya 'sebagatmana diatur dalam Pasal 6. 

{2) Bupati dalarn melaksanakan Perjalanan Dlnas Luar Daerah, apabila : 
a. Pada saat menggunakan transportasi Darat dapat rnengikucsertakan 

Sopir, Pramubhakti (ADC d.art WaJpri) dan ~~SN yang berkaitan dengaa 
Pretokoler maksimal 8 (delapan] orang; d.an 

b. menggunakan transportasi Udara dapat mengikutsertakan hanya 2 
(dua) orang Pramubhakti (ADC dan Walpri]. 

{3) W akil Bupati dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah, apabila : 
a. Pada saat rnenggunakan transportasi Darat dapat mengikutsertakan 

Sapir, Pramubhakti (ADC dan WaJpri) dan ASN yang berkaitan dengan 
Protokoler maksimal 6 (enam] orang 

.b. menggunakan transportasi Udara dapat mengikutsertakan hanya 2 (dual 
orang Pramubbakri ,(ADC dan Wilprij. 

Pasal 13 
(~I Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkannya SPT dan ~PPD yang 

ditanda tanganl oleh pejabat berwenang, 
{21 Format SPT dan SPPD sebagairnarta dimaksud pada ayat Ill tercantum 

dalam Lampiran I clan Lampiran tI yang rnerupakan bagtan tidak 
rerpisahkan dari Peraruran Bupati in!. 

BAS V 
PEL.AKSANAAN DAN PERTANG:GUNGJAWABAN 

Bagian i(esatu 
Pelaksanaan 

P-.asa.l 12 

Palaksana perialanan dmas tidak diperkenankan rnenerima biaya perjalanan 
.dinas jabatan rangkap dua kali atau Iebih: untuk perjalanan dinaa yang 
dilakukan dalam · raktu yang sama 

Pasal 11 
[I], Biaya perjalanan dmas dibayarkan :Seb lum perjalanan dinas 

dilaksanakan dalarn bentu k panjar dengan beearan maksimal 75 (j,h [tuju n 
. l ]- F- - . . . } da ..J t t 1 .,..t...:· pu u 1 .. 1.a~ per-sen . an rota pe . ziraan. 

(2) Dalam hal perjalanan dirras harus segera dilaksanakan, sementara biaya 
perjalanan dinas belum dapat dihayarkan, rnaka biaya perjalanan dinas 

'dapat diba -arkan setelah perjalanan dinas selesal. 

Pasal ~o 
Uang representasi sebagainsana dirnakstrd dalarn Pasal 7 ayat (1) huruf d hanya 
diberikan kepada Pejabat Negara. Pirnpinan de.a Anggota DP.Rb,. Sekretaris 
Daerah dan Pejabat Eselon n 'selarna melakukan perjalanan dinas, 



Pasal l6 
P~jabat yang diben kewenangan memberi perintah dart penandatangan S PT 
perjalanan dinas ·~ 
(1) Pejabar Ne.~ara. diperintab dan dltandatangani Jangsung oleh yang 

bersangkutan. 
(~l Pirnpirian DPRD dan Anggota DPRD. diperintah dan di~daca:ngani 

oleh: 
;1-. Ketua DPW,; atau 
b. Wakil Ketua DPRD, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada 

huruf (aJ berhalangan; atau 
c. Anggota DPRD·yang dlrunjuk oleh Rerua DPRD, apabila pejabat 

sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berhalangan. 
(3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati terhadap perjalanan dinas : 

a. Sekretaris Daerah: dar.i 
.b. PrJabat ~se,lon [I di lingkungan Perrrerintah Kabupaten Kerinci; 

(4) Asisten atas nama Sekretaris Daerah rerhadap perjalanan dines Pejabat 
Eselon IT Pejabat Esclon 111 Esf:lon IV, Peja bat Fungsional, Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah, apabila Sekretaris. 
Daerah sedang melaksanakan perjalanan dinas. cuu dan izin; 

(5) Sekretariat DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon 
iv, Pejat>at Ftuigsi0ruil, Aparatnr Sf-pil Negara '{ASNJ di Iingkungan 
Sekretariat DPRb. 

(6) Pejabat yang berwenang menandatangani :sPT dan $PPD pada 
llngkungarr Perangkat Daerah adalah : 
a. Kepala Perangkat Daerah terhadap perjalanan dlnas Pejabat Eselon 

Ill, Eselon IV, Pejahat Pungsional clan Aparatur Sipll Negara (ASN) d1 
llngkungan masing-maslng SKPD~ 

b, Oamat terhadap perjalanan dinas Pejabat '.E'se1on. IV, Peja'bat 
Fungsional, Apara~r $ipiJ Negara tASN) .di lingkungan masing 
masing Kecamatan · 

c. Kepala Unit Pelaksana "I'eknis Dinas terhadap perjalanan dinas 
Eselon IVJ Pejabat Fungsional <lap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
masing-mastng Unit Pelaksana Teknis D111a:~- 

(7) Dalam hal Pelaksana SPPD sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 l dan 
l2J lebih dari 1 (satu) orang, maka Pejabat yang berwenang dapa 
menerbitkan SP'f untuk I Isarul or~g atau Iebih, 

Pasal 15 
( 11 Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan d_alam batas pagu anggaran 

yang tersedia dalarn DP-A/SKPD berkenan, 
(2) Biaya perjalanan dinas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibebankan 

pada a.nggaran Perangkat DQ.~h ;va.n~ rnengeluarkan S~PU 



l 

Pasal 21 
()) Pelaksana SPPD wajib menyarnpaikan dokurnen pertanggungiawaban 

berupa : 
·a. SP1' dan SPPD Jang sah dari atasan pelaksana SPPD yang t.,{'l~ 

ditandatangani oleh pejabat dl .ternpat pelaksanaan perjalanan dinas acau 
pihak terkait ~,ang rnenjadi tempat tujuan perjalanan dinas: 

li. tiket pesawat boarding p_~~s. ai:rport tax, bus, taxi,. retribusi, dan Zatau 
bukti pernbayaran kapal Iaut dan kereta api: 

c. bukti pembayaran hotel atau ternpar penginapan Iainnya sesuai dengan 
tempat tujuan psda 'SPT; 

d, dafter pengeluaran rill atas biaya taxi dari dan 'lee bandara ditempat 
lU,_iUBJ1 yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V yan~ merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran 
Bupati inl: dan 

Pasal ·20 
(j I SPPP merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan 

perjalanan dinas. 
(2} Dalam SPPD, jika terjadi perubahan dilakukan dengan coretan dan 

dlhubuhi paraf dari pejabat yang herwenang. 
(3) Pada SPPD harus rnencatirmkan : 

-a .. tanggal berangkat dari tempat kedudukanj tempat berada dan 
ditandatangani oleh p.ejabat yang .berwenangj' pejabat Iain _ ang 
ditunjuk, 

·ti. tanggal tiba dan berangkat 'di /dari tempat tujuan dan ditandatangani 
oleh Pejabat di tempat yang ditandatangani dan dicap stempel.dan 

C-: tanggal tiba kembali di ternpat kedudukan dan ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk, 

Pasal 19 
Pelaksana perjalanan dinaa yang telah melakukan perjalanan dinas wajib 
mernpertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada 
atasan/p:impinan yang memberi perintah. 

Bagian Ked ua 
Pertanggungjawaban 

P.;1.sal 18 

(1) Perjalanan dinas konsultasi dan koordlnasi .Y~g tanpa undangan dapat 
dilaksanakan setelah memperoleh perserujuan dari 'pejabat berwenang 
dengan jumlah rnaksimal '2 (dua) orang. 

(2) Perjalanan dinas Studi Banding/'I'irt; dapat dilakukan setelah mendapat 
persetuj uan Pejabat yang berwenang. 

Pasal 17 
Bekretaris Daerah dan Asisten Sekretans Daerah dalam menandatanganl SPT 
perjalanan dtnas untuk peja.ba:t esselon ll dan kepala Pera11gkat Daerah harus 
rnendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati atauSekretaris Daerah, 



Pasal 23 
'fll P,zjabat yang berwensng bertanggungjawab atas ketertlban pelaksanaan 

peraruran Bppati. ini dalam lingkungan Perangkat Daerah .. masing-masing . 
. (21 Pelaksana perjalanan drnas: bertanggungiawab sepenuhnya atas kerugian 

yang. di derita oleh daerah ,sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian arau 
kealpaan yang bersangkutan dalarn Irubungannya dengan perjalanan dinas . 

. (31 Terhadap kesalahan, lcelalaian. dan kealpaan sebagaimana dimaksud r. ada 
ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa ; 
a. tuntutan ganti rngi sesuai :dengan ketentuan perundang-undE\Ilgao .... ang 

berlaku ;.dan 
b. hukuQlau adn1inisrnuit d~ ti.nd~-tinda.kan lainnya roenuru t 

ketentuan peru ndang---undangan )~ang berlalp.J~ 

.?a~ 22 
Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginaparr/hotel ridak 

·d'fpe:roteh. untuk pertanggnng-jawabannya .sebagai buktr pengeluaran : 
a. Pelaksana perjalanan dinae luar daerah mernbuat daftar pengeluaran rill 

dan diseurjni oleh pe.n~na anggaranj'kuasa pengguna an~aran, dengan 
menyatakan tanggungjawab sepenuhnya, dengan bentuk format 
sebagairnana tercarrturn dalam Larnprran v yang merupakan bagian ndak 
terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini: clan 

Q. Pengguna Anggaran/ Kuas:a Pengguna .anggaran berta:n~awah dalam 
menilai dan rnenyetujul nilai kewajaran atas pengeluaran yang diajukan 
oleh pelaksana perjalanan dinas. 

e, bukti pernbavaran ysU1g sah untuk sewa kendaraan berupa kwitan$i ·aia:u 
bukti pembayaran lainnya, yang dikeluarkan eleh badan usaha yang 
bergerak ·di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan 

r. laporan perialanan dinas, sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran rv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bup.ati inL 

g. Laporan basil pelakeanaan perjalanan dinas dengan rnelampirkan 
dokurnentaai/foto kegiatan, 

(2) Pada saat penyerahan Sf.>PD sebagaimana dirnaksud pada ayat] l} diadakan 
pernitungan kernbali dan pen relesaian apabila tern rata terdapat 
kekuranganykelebihan biaya petjalanan dinas dari yang telah dibayarkan 
semula perhitungan kernbali dituangkan dalam perhltungan SPPD 
rarnpung, 

(13) B·iaya perjalanan dinas y~_g telah dibayarkan dibatasi bingga pada 
pembuktian bahwa perjalan .. all' dlnas dimaksud benar-benar telah dilakukan 
dengan jadwal 'dan wak:tu yang telah ditentukan. 

(4) Dokurnen pertanggungjawaban -sebagafmana dimaksud pada ayat ( l} 
disampaikan rating iambat ( (tujuh] hari kerja setelah perjalanan dinas 
cd.il aksanakan. 



Pasa:! 26 
(11 Pe.rja1anan dinas. luar daerah .Yfl.Ug menggun~ ketrdaraarl clinas 1 

d..iberikaa ban cuan biaya BBM secara n·,l. · 

Pasal 25. 

[1) Per}alanao dinas ke luar daerah bagi Pimpinan (Ian anggota OPRO dibayar 
.secara l_iu:np51.!,m; dengan memperhaakan pnnsrp .efu;jensJ .. efektivltas, 
kepatutan, kewajaran dan akurttabel. 

(21' Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dapat 
didampingi oleh l (satu) orang ~i\SN, 

(3l Peijalanan dinas ke Iuar daerah bagi Pimpinan darr anggota DPRD dibayar 
secant Lumpsum. dengan besaran nya berdasarkan Peraturan Bu pati 
rentang Standar Harga -Satuan. 

(41 Dokumen pertangungjawaban blaya perjalanan dinas Pimpman clan 
Arrggota, D PRD sek urang-kurangnya rrrelanrpirkan; 
a .. surat tu gas yang sah; 
b. SP'l' yang telah ditandatangam p&igguna anggaranr'kuasa pengguna 

an~an dan pejabat di ternpat pelaksanaan perjalanan dinas aiau 
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, 

c. kwitansi' tanda rerima pembayaran blaya perjalanan dinas lumpsum, 
besaran luttipeum. dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan 
dinas' berdasarkan Peraturan Bupati rentang .Stanoar Harga Satuan 
yang di bayarkan oleh bendahara pengeluaranj bendahara pengeluaran 
pembantu kepada Pimpinan dam Anggota DPRQ;- 

d . menyampaikan bukti biaya rui disertai Pakra In tegritas sesuai format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vil )•ar1g merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati int; dan 

e. Iaporan pelaksaan perjalana.11 d.1.nas yru;ig dilanda tangani' pelaksana 
perjaJana,.n dinas dengan melatitpirkan ·doku men tasi/. foto ~giatan. 

Pasal 24' 

(1.) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang sebenarnya 
digu nakan oleh Pelaksana SPPD ternyata melebihi dari yang ditetapkan 
dalam SM' dan S'r'P1) dfluar kesalahan /kelalaian pegawai ·a;1g 
bersangkutan, Pejabat berwenang dapat mernberikan tarnbahan uang 
harian, hiaya pengmapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam 
kota untuk jurnlah hari yang berlebih sesuai dengan tingkat perjalartan 
din as. 

t2) Tambahan uang barian, bia_ya penginapan, uang representasi dan sewa 
kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dapat diminra, 
setelah mendapat persetujuan dan pengguna anggaran. dengan 
rnelampirkan dokumen berupa: 
.a. Surat keterangan keaalahan rkelalaian dari .syahbandar /kepaia I 

bandara/ perueahaan jasa transportasi lainnya; darr/atau 
b. Surat keterangan perpanjangan surat perimch rugas dari pejabaf yang 

berwenang, vi~um,SPPD ditenrpat tujuan dan tidak merubah SPPD, 
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l)AERAH KABUP rrEN l ERING~ TAffUN ~024. O . OR g 

·: RIS DAE RAH KABUPA'.J'fE KE'.Rf NC.! 
. / . 

Diundangkan di S'i1-41ak 
pada .anggal }'J .., 07>-- 2024. 

A RAF 

Ditetapkan di SJ}:.tJa:k 
pada tanggal }'J .., 0'>--2024 

Pj.BUP,t\TJ 1<ER - CJ.. 

Peraturan Bup ti inl b -laku e ak anggaJ .diundangkan k · _u.a.li y·an:g dla ur 
d Iam Pasal 7 a_· S} .. a· at (6) clan Pasal 25 berlaku surut sejak tangga: '.2 
J:an tari 2024. 
Agar :s tiap orang mengetah in ra, me mermtahkan pengnndangan Peratr ran 
B patl ini -dengan pen rnpatanriva dalam B rita Daerah Kabupaten Kerinei. 

P~28· 

Pasal 27 

Pada saat Pera_ uran Bupati bu o -t 1aJ berl . u ma.l@ Peraturan Bupati [11 erinc ·. 
Nomor 4 Tahun '20.20 tentang ·_ ten uan Perjalanan Dinas Dalam Neg -i Bagl 
Pe abat Negara, Pegawe Ne~ri · i · il an Pegawai Tidak Tetap di Iingkungan 
Pernerintah .serta Pim inan dan An aota DC\\1an f> rwakilan Rakya, Da rah 
__ abupa -~ Ke · i; [Beri a Daerah Kabupa n Kerinci Tamm 2 20 'Nornor .. · 
dicabu clan din ~takan tidak herlaku lagi. 

BAB vt 
KE-TE TU N PEiNU1 UP 

~2} Tr-an __ portasi ba_gj pelalc 1a rjalanan dinas dengan menggunakan 
kendaraan umurn diberikan fa1silitas- sebagaimana tereantum dalarn 
Larnpiran ID .g ta ipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Btrpa ti f __ ·. 
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SUR.AT P~RIN~'T'AH 1'UGAst 

NOMOR: ························.·····-·· 

Untuk 

Dasar 

Kepada : I . Narna 
Partgk&tj.g01ongan 

-c NlP 
-Jabatan 

2. -e. Nam~ 
Pangkat,l.gofongan 

- NTP . 
. .Jabatan 

KOPSKPD 

LAMf LRAI;-J 1 
P.ERATUJR~N BUPA'fl KB;RINCl 
NOMOR .iAHU N 2024 
TE"NTANO PERJALANAN DlNAS DAL,AM NEGERl 
01 UNGKUNOA1. PEMERINTAH KABLJ P.AT8N 
KERIN CL 
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I 
Pj.BUPAil KERINCI, 

~~:~ 

Nip. 
·····~·-········ -1, .. 1· ..._· ~- 

I 
Dikeluarkan di : . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,· 
pada. tang£t"d1 : ··~ 
lCEPALA . 

1. Pejabat yang berwenang mem beri peri ntah Kepala Dmas ........... 
2. Nama pegawai yang diperintah . ........................... 

I I- - -· - -- - -- -- - - - 
3,, a. Pangkat & golongan menurut PP No.6 .a. J,•-•1 •II t • t:• t • t ••t •pt t • •' • 

Th.19<37 
b. Jabat.an b. ••• 4 ••• ~·· .......... , •• , ~ .... 
c. Tingkat menu ·ut peraruran perjalanan C' . ......................... 
dinas 

4 Maksud perjalanan dinas 
5. Alar angkut .vang d1pakai/dipergu.nakao I•••••'.\•• Io•••• Io•••• It• I 

6. a. Ternpat berangkat a . .......................... 
b. Ternpat tujUBJ1 b . ......... ....... ....... .. :. ..... .: 

7. I B.. Larnanya perj alanan di nas a. . ..................... ·-· ..... 
I b. Tanggal berangkat b. , .. ~-··,· r.···- ···· .... ,._. 

c. Tanggal harus kembali c. • l•·•-1•1 • •'L.-.J.'• .... •••I• & • 

8. Pengikut - 
C) I Pembebanan ·angga.ra.1l I 

.a, Instansi a . ................................. 
I b. Mata anggaran b . ........ . ,,_. '"" .,,_." '" ,,_, .... , ,., . 

10. Lam-Iain Lihat sebelah 

(SPPD) 

Sl1RA1: PERINTAH PERJALANAN DlNAS 

Lem bar I<~ • 
Kode N0 
Nomor 

K.OPSKPD 

LAMPI'RAN U 
PEAA1URAN BU PATf KERlNCl 
NOMOR TAHUN 20Q4 
TENTANG PER..JALANAN DlNAS- DAL..t\.M 
NEGE.RJ Di LINGKUNGAN PB.MF.RrNTAH 
KABUPATe:N KERI NCI. 
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Vil. PER.ffA'flAN 
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD~ pegawai yang melakukan 
perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tfba 
serta Bendaharawan bertanggungiawab .berdasarkan peraturan-peraturan 
keuangan negara ·apabita negara mendapat kerugian akibat kesalahan, 
kealpaanya. · 

Pj.BUPATI I<ERINCt'. ~s;;yv- 

,- __________________ ______,_N;ip· .. 
VL CA1'ATAN LAIN- 
LAIN 

- - - - - - - - - - - - - .. - - . 

rCE!PA_LA . 

v. Tiba kembali : . 
di . 
Pada tanggal 
telab diperiksa dengan, keterangarn bahwa perjalanan tersebur di atas 
benar dilakukan atas pertntahnva dan semata-rnata untuk 'kepentingan 
jabatan dalarn waktu yang sesicgkar-eingkatnya 

~ ....................................... Berangkat 
dari 
1<.e 
Pada tanggal 
Kepala 

[\l.. Ttba . 
Pana Tanggal : . 
Kepala . 

. . .. P.aaa Tanggal : 4 •• 4._ •• 4 4~ 

Kepala ·- .. 4 4. 

• 1, .. 1 1 1 . 

. . ·············•:>············· 

Berangkat 
dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala . 

l:ll. 'Tiba 

• I I&• ... JI•• .... • •I• .... , I 4-. I I ... , Berangkat 
dari 
Ke 
Pad.a tanggal 
Kepala 

• •• .. I••••• 1 ••••••••I'-•••'" I 

'Tiba 
PadaTanggal 
Kepala 

[I 

;. • • I • • ~ • J \ • • ~ • • I • • I • • 

... 1., .•• ,'.\ '.\ .• 1·,.1.· 

....... : .. Berangkat .dar 
l 

Pada tanggal 
Ke 

SP~:0 No, . 
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t) BUP~TI 1~~GI, 

I Transportasi I 

- I NO TWGKA'T:~N QOL,ONOAN Pesawar ~ apal Kereta Laiuuya ?ERJALANAN nlNAS fJ,101"!.'1 LauL_ A_n1/fl1 I~ 

] .Oofongan A Bisnis Keias I B Eks.ekutif Sesuai 
lcf'>n vs rn ::n" 

2 Oolnngan B Ekononu Kelas I B Eksekutif Sesuai 
I kenyataan 

Sesuai I 

3 Golongan C Ekonomi Kelas n ,A. Ekse'k'il tif 

I 
kenyataan 

4 Golongan D ~konomi Kelas II A Eksekutif Sesuai 
kenva taan 

... Golenaan E Ekonomi l(em ll .'\ Eksekutif Sesuai l o ' . 0 kenvataan _J 

FAS11JTAS TRANSPORT 
,PERJALAN~ DJ_NAS LU~ D~\ERA}{ 

KQPS.((..PD 

LAMPI RAN IIl 
PERATURA.N BUPA'TI KERINCJ 
NOMOR. TAHU.N 2014 
TENTI\NO PERJALAN.AN. DINAS DALM! NEOERI 
bi UNG l(UNGAN .PEMERTNTt\.H KABUPA.'TBN 
KERlNCI. 

< 
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' I 

I 

\ 

Nl-P .. _ . 

fj.BUPATL KERINCJ 

ts::}v 
..- . 

YANG rvfELAKSAt~ AK.1\N 
PBRJALANAN DJNAS 

Demikianlah Iaporan pelaksanaan perjalanan dinas ini disarnpaikan. 
dant~~~ · 

... , .... ,.·····,~··-··· (d1Sctl 
, • "•, r, .• r • ,.- -, 1 t , • •, • 

... ... ... ... ... ... ... [dst) 
] . . . 
2. 
t. 
2, 

. :.. 
' 

............... :. ..... :.. ... :. .... .:_ ......... .:.,· ... .., ....... _ .;.., .. ,:-_., ~,..:. ~· .. ~"" ... ·._ ........ 
:. .:_. ·~ ~ ...... ~ .... ~ ~- _, .... 4-:- ,;. -:- ·-· ,.,, -:..--· ... ..-,, -:.•· -:..•,, ,.,, i..,, .... ,, •• ,, •• ,, •• 

. . -· •••••• ·-'" ·-· ,., .. ..._ " " t•" t•" •• " •• " •• " •• 

V. Saranj-Tindak 

m. Pengikut 

IV fla~µ Perjalanan Dinas 

fl. Maksud Perjalanan Dinas : 

--: P~ta11 Tugas 
Norn or 

..: Tanggal 
- Tujuan 

l. Pejabat l Pegawai' yang rnelaksanakan Perjalanan Dinas: 
Nama ,4 4 . 

Nip ,,, ·., .. ~··1•·"•·····"·· .. •·1•· .. ·· . 
?angkat/Golongrdn; •. .: ·~· ~. ·-· .:: . 

--: .Jabatan . 

l..APORAN PELAl{SANMN ~~._rALANAN PfNAS 

Siulak 

di - 
y~ -· .:. ....... •'" o.•'•• ••••••• •• •••••• • •'L••• ... 1 -1., 

Repada 

,.,.,.\. ,, •• ,, •• ,, •• ,, •• ,,> _ ·-··· . 

.LAPORAN PERI ALAN AN DrNAS 

Li\MPl RAN rv 
PERA'f.URAN BUPATI KERLNCl 
NOMOR .TAHUN 2024 
TENTAL'10- P.ERJALANAN DlNAS DAL.AM NEG;ERJ 
DI LINGKU G-AN PEMER1!ITAH ~UPATEN 
KERlNCJ . 
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I 
r 

I 
fj.BUPATI K&Rl NGI. 

t~F 
NrP . 

NIP. I.•:) •• I.· •-1.·, :.. .. ·-· .. -~- ... • •••••• •••••• _ :i. ...............• .;: .. ·- 

Pelaksana Perjalanan Dinaa 
Perrggune Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran 

Menyetuj ui ; 

. , tanggal bulan tahurr 

Dernikian pernyataan in1 saya buat dengan .sebenar-benarnya, untuk ' 
dipergunakan seperlunya. 

[ 

b, -Jurnlah uang yang .tcrscbut dalarn tabel angka l ill atas, beriar-bcnar 
dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dtnas ke luar daerah da.n 
apabtla dikemudian hari rernyata pernyataan sata 'di atas tldalc beuar 
dID1 mengakibatkan kelebihan pernbayaran, aa_ a bersedia untu'k dlproses 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

No. tJRAlAN J.U ML;A.H "{Rp) 
I 

I 
I 

I 

j JUMLAH 

Berdasarkan Surat Perintah Perjala.nao Dinas (SPP.DJ tanggaI ..... bulan ...... 
Tahun , Nomor dengan ini menyatakan .sesungguhnya : 
a. Biaya transport/ sewa kendaraan dalam ~oto. ketika rnelaksenakan 

perjalanan din as keluar daerah di . .. . .. . .. . .. . .. ridak diperoleh bµ._\{ri 
pengeluararmya, flrfa.lA"h •· 

Yang bertandatangaa dibawah in] I 
- Nania : ···-··· . 
... J'l[P ; C•••. •••••• ••••• ············••<•. 
- .Jahatan , ,c .. 

DAF1'AR PENGELUARAN RliL 

LAMPIRAN V 
PERA'I'URAN BUP.ATI I<ERfNCf 
NOMID.R TA.HUN 2024. I 
TENTANO RE:RJALANAN DINAS OALAM N~G &RI 
Dl LINGKU1{GAN PEMER1 TAH KABU PATEN 
KERiNct. 

f 
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I 

~1-BVPATI ~RI~Cl~ ~r:p 
NIP · .• , ·"""" 

(. i • • • • • • • • • • • C • t • • • C • • • • • C ••••I••••• J 

: Rp ...•.....•................. 

: Rp." , 

~ Rtp L . Dftetupi{ar, sejurnlah 

Yang telah dibayar semula 
S isa kuran gflebfh 

PB_RHI1fUNOAN 
$1;>PD~P~O 

NIP ... ·-· ... ·- .... ·-· .. 
.( __... •• __...~ -.-.. -4 - - • ~ ---~-J 
~'(P'. 4 ••• •-"4 ••4 ••• ••4 ••4 . 

Yang Bendaharawan. 
menerima 

Rp . 

:si ulak •..... ·-... .. . . . . . ...... 
Telah drterima uang Telah dibayar uang sejumlah 

Sejurnlah 
Rp ··<·· . 

NO. PERINClAN BIAYA JUMLMI 'KEtERAN'CAN 

JITMCA:H - 

Lampiran SPPD Nomor 
Tanggal 

LA!vlPIRAN V1 
PER 'TURAN BUPATI KlQ.{INCJ 
NO.MOR TAHUN 2024 
TELtrAN.m PERJALANAN DLNAS DALAM NEOERI 
DI LlNdK.U-NOAJ~ PEMERINTAH KABUPATEN 
.KERfNCi. 

RJNCfAN BIAYA P~~RJAL!~AN DrNAS LUAR DAERAH 
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.I-• ~ ....•..•....••..• •ti••• ••••••••••• 

Matenu 
ap.. 1.0.000 

Siulal~, ... .- -~ ... ':."' ... ,w •••••• 20 ... 
Pelaksana Perjalanan Dinaa. . . .. . . . 

1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesual dengan 
Surat Tugas nom;or ,ta.nggal. .. . .. . .. . dalarn rangka rnelaksanakan 
kegiatan .. , ,.ke dari tanggal s.d ···<····· 

2J bahwa saya bersedia 'mempertanggungjawabl an pelaksanaan perjalanan 
d inas kepada pernberi tugas ~an mernpertanggungjawabkan biaya 
pet~a]Hnan d.fna~ R:f:P~ P~ggt~ ~;ig~/Ku~a, Pen~~t;na Ar;tggcp-~n 
paling Iambat :!> (Tuna) hari 'kerja terhitung setelah perjalanan dinas 
dilaksanakan. 

3) bahwa saya bersedia mengembalikan zrnenyelorkan kelebihan blaya 
perjalanan din.a~ apah:ila biaya R~tti~lapan din.~{) y~og dibayarkan kepada 
saya rnelebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnva 
d ipertanggu ngjawabkan sesuai ketenruan perundang-u ndangan yang 
berlaku. 

Demikian pernyataan i;ni saya buat dengarr sebenarnva secara sadar dan tanpa 
paksaan dari eiapa pun. t\pabila dikernudian hari terdapat kekeliruan dan I acau 
penyipangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan huknrn yang berlaku. 

)" ang benanda tangan dibawah ini ~. 
N'Um:.( : 
Tempat, tanggal lahir 
NIK 
.Jabatan 
Alaruat : 
Dengan mi menyatakan : 

PEl~JALANAN DINAS PIMPTNAN DAN ANGG01'A DEWAN PERWAKJLAN 
RAKYAT D.AE'RAH lMBUPATl~N KB;R[NCI 

PAKTA TN1'EGRJTAS 

KOP SI<PD 

LAMPlRAN' v1I 
PERA TU,RAN BU ~ATI KER.I_NCl 
NOMOR iAHUN 2Q24 
TENT.ANG PERJALr~AN DlN]\$ D~ NEOE.Rr 
DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH Kt\BUFATEN 
l{E;RI NCJ. 
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